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KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTA SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang . a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan
bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota
adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis
untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikoia berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, menyatakan
bahwa Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang
tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan berpedoman  kepada
Peraturan ini dengan Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b KPU Kota Bogor
perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013 di Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Panai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nemor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5009);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan  dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008  tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan UUmum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Perilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Oeraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Peerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

-
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10.

11.

12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta
Pendistribusian  Perlengkapan  Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan,Program dan  Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data
dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
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Memperhatikan

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013l;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panita Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tat2
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Walikota dan ‘Wakil Walikota BogorTahun
2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta
Pendistribusian  Perlengkapan  Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor Hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2013.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara Pemilihan Wiikota dan Wakil
Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan
Suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Februari 2013

uai aslinya KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
i KETUA

ttd

ol y AGUS TEGUH SURYAMAN. SH., S.KH
o

74
EncesWoh At Alhamidi, SH.MH

NIP: 15610404 198203 1 004
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

DANPENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

A, PENDAHULUAN

1.

Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
merupakan tahapan dalam Pemilinan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 vyang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS);

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) merupakan representasi masyarakat dalam
meiaksanakan hak konstitusionalnya sebagai wujud kedaulatan rakyat
untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan
tahun 2014-2019;

Pemberian Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) d:laksanakan oleh
pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih;

Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil;

Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) digunakan untuk mengatur
proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor

" Tahun 2013.

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS), Pemilih, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan Lapangan,
Pemantau dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

PENGERTIAN
Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1.

o

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya
disebut Pilwalkot Bogor Tahun 2013adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor
untuk masa jabatan 2014-2019 yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil berlandaskan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sert aUndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

Partai politk adalah partai politk peserta Pemilihan Umum
sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politk atau lebih
pesertaPemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan
1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Pimpinan Partai Politk adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau
sebutan lainnya, atau para Ketua atau para Sekretaris Gabungan Partai
Politik Tingkat Kota Bogor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

_ Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,

selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilwalkot Bogor Tahun
2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
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7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal -
pemungutan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 sudah genap berusia 17
(tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin dan memenuhi
syarat sebagai pemilih, yaitu memenuhi ketentuan :

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap;

c. bukan anggota TNI/Polri aktif,

d. berstatus sebagai penduduk di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara;

e. terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota
Bogor adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bogor Tahun 2013;

9. Panilia Pemilihnan Kecamatan, yang seianjutnya disingkat PPK adalah
Panitia yang dibentuk oleh KFU Kota Bogor untuk menyelenggarakan
Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan,

10.Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia
yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menvelenggarakan Pilwalkot
Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;

11.Kelompok Penyelenggara Pemurgutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk olei: PPS atas nama KPU
Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Temoat Pemungutan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013;

12.Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL
adalah panitia pengawas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilihan
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor
Tahun 2013 di wilayah kelurahan;

13.Saksi pasangan calon, yang selanjutnya disebut saksi adalah seseorang
yang diberisurat mandate secara tertulis dari Pasangan Calon atau
TimKampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan
pemungutandan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan
suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor;

14.Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah

PelaksanaPemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh
akreditasi dari KPU Kota Bogor;
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15.Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
sela_mjutnya disebut surat suara, adalah surat suara yang memuat atau
berisi nomor, nama dan foto pasangan calon yang digunakan pemilih untuk
memberikan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara dengan spesifikasi
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar,
Prosedur, danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 Tahun 2010;

16.Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16,17 dan 18 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
PerlengkapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 17 Tahun 2010;

17.Salinan Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan
oleh KPPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
tempat pemungutan suara dan tidak menyertakan/menghapus/mecoret
pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke luar Kota Bogor.
tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, dan atau tercatat ganda dalam
daftar Pemilih sejak setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap sampai
dengan pelaksanaan hari pemungutan suara;

18.Hari adalah hari kalender.

D. KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikotadiselenggarakan
selambatlambatnya30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Walikota
danWakil Walikota berakhir. h

2. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan di Tempat
Pemungutan Suara (TPS).

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
dilaksanaan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

4. Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap memberikan
suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
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Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui suratsuara
yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

6. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau har yangdiliburkan

7. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan olehPemerintah
Daerah atas usul KPU Kabupaten/Kota,

& Pelaksanaan pemungutan suara dimulal pukul 07.00 V/IB dan berakhir
pukul 13.00 WIB, sedangkan penghitungan suara dimulal pukul 13.00 WIB
sampai dengan selesai.

8. Pemberian suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan
dengan mencoblos pada salah pasangan calon dalam surat suara yang
berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

E. KETENTUAN PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam
Daftar Pemilih Tetap.

2 Pemilih mengaunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan
3. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

4 Pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam daftar pemilih
wajib memberitahukan maksud kepindahannya kepada PPS di wilayah
tempat tinggalnya, dengan ketentuan sabagai berikut:

a. pemiih yang pindah tempat tingga! dan status kependudukannyz
berpindah ke tempat di luar wilayah Kota Bogor, pemilih tersebut dicoret
dari daftar pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih
Tetap kemudian di kolom keterangan pada identitas pemilih yang
bersangkutan ditulispindah ke luar Kota Bogor”, _

b. pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara dan tempat tinggal yang baru masih berada di
wilayah daerah pemilihan wajib meminta Surat Keterangan Untuk
Memberikan Suara di TPS Lain (Formulir Model AB-KWK.KPU) kepada
PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat
tinggal yang baru, selambat-Jambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, kemudian pemilih
tersebut, dicoret dari Daftar Pemilih Sementara di PPS asal dan pada
kolom keterangan ditulis “Pindah Tempat Tinggar', di PPS tempat tinggal
yang baru dicatat pada Daftar Pemilih Sementara;
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c. pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap dan tempat tinggal yang baru masih berada di wilayah
Kota Bogor, sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib melaporkepada
PPS setempat (asal) dengan menunjukan identitas kependudukan yang
sah, apabila yang bersangkutan benar telah terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap, PPS setempat (asal) memberikan Surat Keterangan
Untuk Memberikan Suara di TPS Lain (Formulir Model AB-KWK.KPU)
dan pada Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas pemilih yang
bgrsangkutan di kolom keterangan ditulis “Pindah Tempat Memilih".PPS
dl‘ tempat tinggal yang baru mencatatnya di dalam Daftar Pemilih
Pindahan dari TPS Lain, dan di kolom keterangan dituliskan nomor TPS
dan PPS (kelurahan) asal pemilih terdaftar sebelumnya, dan pada saat
pendistribusian alat kelengkapan pemungutan suara untuk TPS, PPS
melampirkan Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain tersebut dalam
Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di tempat pemilih akan
menggunakan hak pilihnya.Selanjutnya, pada waktu yang
bersangkutanmemberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih
yang Memberikan Suara dari TPS Lain (C.8-KWK.KPU).

5. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta
suratketerangan pindah tempat memilih (Formulir Model AB-KWK.KPU)
kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang
wilayah kerianva meliouti TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. PPS tempat asal pemilih menuliskan “Pindah Tempat Memilih"pada
kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas
pemilih yang bersangkutan;

b. PPS vang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut mencatatnya di
dalam Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain dan di kolom keterangan
ditulis TPS dan PPS (kelurahan) asal pemilih terdaftar sebelumnya, dan
pada saat pendistribusian alat kelengkapan pemungutan suara untuk
TPS, PPS melampirkan Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain tersebut
dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di tempat pemilih akan
menggunakan hak  pilihnya.Selanjutnya, pada waklu yang
bersangkutanmemberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih
yang Memberikan Suara dari TPS Lain (C.8-KWK.KPU).

6. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak
dapatmenggunakan hak pilihnya di TPS vyang sudah ditetapkan,
dapatmenggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat
keterangan dari PPS/KPPS atausurat undangan memilih (Model C.6-
KWK.KPU) dengan menunjukkan identitas kependudukan (KTP) yang
sesaul dengan identitas yang tercantum dalam surat undangan memilih
(Model C.6-KWK.KPU). Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud
meliputi:

|‘)

“
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a. sesuatu keadaankarena menjalankan tugas pelayanan masyarakal
yang tidak dapatdihindari pada saat pemungutan suara atau karena
kondisi takterduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain
sakitrawat inap, menjadi tahanan di rumah
tahanan/lembagapemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga
tidak dapatmemberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan,

b. pemilh yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sebagaimana
dimaksud, dapatdiberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain,
dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang
bersangkutan memilikisurat keterangan dari PPS/KPPS atau surat
undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU) dan dapal menunjukkan
identitas kependudukan (KTP) yang sesual dengan yang tercantum
dalam surat undangan memilih (Model C.6-KWK. KPU) tersebut. Tugas
pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud.antara lain :

1) penyelenggaral/pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor;

2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu  Lapangan,
Pemantau,Anggota KPPS,

3) pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugaspelayanan
publik dan

4) wartawan yang berasal dari TPS lain.

c. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak
dapatmenggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetaokan
sebagaimana dimaksud,dapatmenggunakan hak pilinnya di TPS lain
dengan ketentuan:

1) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan

2) apabila suraf suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih
yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang
masihtersedia surat suara.

. Pemilih yang meninggal setelah penetapan DPT, dicoret dan dalam
kolomketerangan ditulis "meninggal dunia”;

. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) lagi setelah penetapan
DPT karena hilang ingatan, menjadi anggota TNI atau POLRI dan lainnya,
dicoret dari daftar pemilih dan dalamkolom keterangan ditulis "TMS"berikut
alasan yang menyebabkan pemilih tersebut tidak memenuhi syarat.

. Apabila masih ditemukan adanya pemilih yang tercatat ganda dalam
Salinan DPT, PPS dan/atau KPPS mencoret nama pemilih yang tercatat
ganda tersebut dan pada kolom keterangan ditulis “ganda” sehingga
pemilih yang bersangkutan menjadi hanya terdaftar satu kali di dalam daftar
pemilih, kepada pemilih tersebut KPPS hanya memberikan satu surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model
C8-KWK.KPU).

13
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BAGIAN KEDUA

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

A. PEMBENTUKAN KPPS

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh)
oranganggota berasal dari masyarakat sekitar TPS yang memenuhi
syaratberdasarkan  peraturan perundang-undangan, diangkat dan
diberhentikanoleh PPS atas nama KPU Kota Bogor, paling lambat 21 (dua
puluh satu) harisebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Anggota KPPS harus memenuhi syarat :
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagaiDasar Negara dan Undang-Undang

DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi

17Agustus 1945;

berdomisili di wilayah kerja KPPS;

mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

sehat jasmani dan rohani;

dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia:

tidak pernah dipidana penjara hardasarkan putusan pengadilan

yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan
suratpermnyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka
wakty 5{ima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang
dibuktikandengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;dan

j. Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon walikota dan
wakil walikota..

so~oaQa

3. Syarat sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari
Puskesmas.

4. Syarat tidak pernah dipidana, untuk keperluan pendaftaran calon anggota
KPPS, cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, yang
dibuat di atas kertas bermaterai cukup;

5. Ketua KPPS dipilh dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan
secarademokralis.

14
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6. Pengambilan Sumpah Ketua dan Anggota KPPS

a.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua PPS  memandu
pengucapansumpah/jjanji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS,
dan dilanjutkandengan penyampaian informasi mengenai tugas dan
kewenangan KPPSserta bimbingan teknis mengenai tata cara
pemungutan danpenghitungan suara di TPS;

Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/ janji anggota KPPS
lainnyapada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

B. PERLENGKAPAN TPS

1. KPPS menerima dari PPS, perlengkapan untuk keperluan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS yang terdiri dari :

a.

b.
c.

kotak suara sebanyak 1 (satu) buah cdengan diberi label
PemilihanUmum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
biiik suara sebanyak 2 (dua) buah;
surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WalikotaBogor
Tahun 2013, sebanyak jumlah pemilih yangtercantum dalam Salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, danditambah 2,5 % (dua setengah
persen) sebagai cadangan;
kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari
1) tanda khususftinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing2
(dua) buah:;
3) segel Pemilihan Walikota dan Wakii Walikota sebanyak 37 (tiga
puluh tujuh) buah;
4} formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara diTPS
(formulir seri C — KWK KPU beserta lampirannyz);
5) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas
a) lem perekat ukuran kecil, 2 buah/tube
b) karet/tali pengikat, 1 ikat
c) label kotak suara, 1 buah
d) label bilik suara, 2 buah
e) Template Alat Bantu Tunanetra, 1 buah
f) Spidol besar, 1 buah
g) Spidol kecil, 2 buah
h) kantong plastik transparan, 4 buah
i) ballpoint, 4 buah
j) tali pengikat tanda pengenal (benag kasur) 1 buah
k) Sampul kertas yang terdiri atas:
(1) Kode V.S.1. : Berisi Berita Acara Model C untuk PPS, 1
buah
(2) Kode V.S5.1.1: Berisi Berita Acara Model C untuk KPU
Kota Bogor, 1 buah
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(3) Kode V.S..2 : Berisi Surat Suaratidak sah, Surat Suara
rusak ataukeliru dicoblos, 1 buah

(4) Kode V.S.3: Berisi Surat Suara tidak terpakai, 1 buah

(5) Kode V.S.4 :Berisi Surat Suara sah untuk masing-masing
pasangan calon, sejumlah pasangan calon.

6) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk
ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

7) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang dibuat dan
disampaikan olehPPS kepada KPPS sebanyak 2 (dua) rangkap
untuk KPPS, 1 (satu) rangkap untuk PPLdan sejumlah pasangan
calon untuk masing-masing saksi pasangan calon;

8) tanda pengenal anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, dan
tanda pengenal saksi sebanyak jumlah pasangan calon;

9) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSsebanyak
jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (
C.6-KWK.KPU).

10) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan
suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPFS.

11) panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS.

12) gembok dan anak kuncinya sebanyak 1 (satu) buah dalam
kantong plastik transparan.

13) Label stiker Alat kelengkapan TPS yang harus dikembaiikan
kepada PPS di dalam Kotak Suara ditempel di bagian belakana
Kotak suara.

. Surat suara besertz alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢, rian huruf d, dimasukan ke dalam kotak suara;

. Periengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6), angka 7),
angka 8), angka 9), angka 10), angka 11), angka 12), dan angka 13) tidak
dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapidikemas tersendiri untuk masing-
masing TPS.

_ Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan
danpenghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS,

denganketentuan:

a. surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya3
(tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan

b. Formulir pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir
Model C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum
haridan tanggal pemungutan suara.

_ Ketua KPPS dan anggota KPPSbertanggung jawab terhadap keamanan
perlengkapan untuk keperluanpemungutan dan penghitungan suara di
TPS.

16

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




5.

Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari
dantanggal pemungutan  suara,  disimpan di kantor Rukun
Warga/RukunTetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat
menjamin keaamanannya.

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,sebefum
dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, disimpandi PPS g_ntulr.
digunakan lagi jika dilakukan Pemilihan Putaran keduadanla_ﬂau Pemmhan
lanjutan, Selanjutnya, setelah pemungutan suaraberakhir, diserahkan
kepada KPU Kota Bogor paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah
pemungutan suara.

C. BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS

1

(&)

PPS memberikan bimbingan teknis kepada Ketua dan anggota
KPPStentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara
berikutpengelolaan administrasi dan perlengkapannya;

Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS
mengenai :

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

b. pembagian tugas anggota KPPS.

. Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimanadimaksud, dientuxan

sebagai berikut:

a. Ketva KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimgin
rapatpemungutan suara;

b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua
KPPSdi meja pimpinan menyiapkan berita acara beseralampirannya,
salinan daftar pemilih tetap dan menyiapkan surat surat suara, tugas
anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga dalam pemungutan
suara adalahsebagai berikut :

1) Anggota KPPS kedua bertugas mencocokan identitas pemilih yang
tercantum dalam surat undangan memilih (Formulir Model C6-
KWK.KPU) dengan salinan daftar pemilih tetap dan mememberi
tanda pada nama pemilih yang sesuai pada Salinan Daftar Pemilih
Tetap, mencatat pemilih dari TPS lain pada formulir Model C8-
KWK.KPU;

2) Anggota KPPS ketiga bertugas menyiapkan surat suara dan
menuliskan identitas TPS dalam surat suara, memisahkan dan
menyimpan surat suara yang rusak dan keliru dicoblos, serta
memisahkan dan menyimpan surat suara yang tidak terpakai pada
sampul yang telah disediakan;

17

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan
masukke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada
suratpemberitahuan  untuk memberikan suara di TPS dan
dalammelaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS,
sekaligusberkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan
pemilihserta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki
danperempuan);

d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggugiliran
untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke
bilkpemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di
dekattempat duduk pemilih, dan melaksanakan tugas pengamanan di
pintu masuk KPPS apabila diperlukan;

e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang
akanmemasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan
dalammelaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara, dan
melaksanakan tugas pengamanan di pintu masuk KPPS apabila
diperlukan;

i. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar
TPS,dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar
TPSserta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih
sebagaibukti bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya.

4. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam
merangkapmelaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;

5. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap
melaksanakan tugas Anggota KPPS keeram dan Anggota KPPS ketujuh;

6. Pclaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS
harussudah selesai seleambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan
tanggalpemungutan suara.

D. PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN

1. Pengumuman Pemungutan Suara di TPS :

a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan
tempatpemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya
untukmemberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari
sebelumhari dan tanggal pemungutan suara.

b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di
TPS,dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di masyarakatKota
Bogor seperti melalui pengeras suara di masjid-masjid atau ditempat
ibadah lainnya atau di tempat-tempat perkumpulan.
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2. Pemberitahuan Pemberian Suara di TPS Kepada Pemilih :

a.

Ketua KPPS menyampaikan surat  pemberitahuan untuk
memberikansuara di TPS (Model C6-KWK KPU) kepada pemilih di
wilayah kerjanyaselambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutansuara;,

Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara
diTPS (Formulir Model C6-KWK.KPU), menandatangani tanda terima
surat pemberitahuan untukmemberikan suara di TPS.

Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS
dapatmenyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di
TPSkepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya,
sertamenandatangani tanda terima.

Dalam Model C6-KWK KPU disebutkan adanya kemudahan
bagipenyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan
tanggalpemungutan suara belum menerima Model CB-KWK KPU,
diberikesempatan untuk meminta kepada Kelua KPPS selambat-
lambatnya 24(dua puluh empat) jam sebelum hari dan tangga!
pemungutan suara,dengan menunjukkan tanda bukti terdaftar
sebagaipemilih.

Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu tersebut pada huruf €
belum menerima Model C6-KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua
KPPSatau Ketuz PPS dengan menunjukkan identilas keperdudukan
pemilih yang bersangkutan, selambatlambatnya24 (dua puluh empat)
jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Ketua nPPS atau Ketua PPS berdasarkan identitas kependudukan
pemilihyang bersangkutan sebagaimanadimaksud pada huruf f, meneliti
nama pemilih tersebut dalam salinanDaftar Pemilit Tetap untuk TPS
atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayahPPS.

. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih

Tetap,Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan
Model C6-KWK KPU.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi namanya
tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara dapat memberikan
suaranya di TPS, Ketua KPPS berdasarkan Surat keterangan Ketua
PPS,memberikan surat pemberitahuan Model C6-KWK KPU;
Penyampaian Model C6-KWK.KPU untuk pemilih yang tidakmempunyai
tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yangbersangkutan
dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atautempat lain yang
ditentukan oleh Ketua KPPS.
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E. PENYIAPAN TPS

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di
lokasi yang telah ditetapkan.Penylapan TPS sebagaimana dimaksud, harus
sudah selesal selambat-lambatnyal (satu) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.Penyiapan TPS dilaksanakan dengan berpedoman pada :

1. Pedoman Pembuatan TPS

a.

b.

(0]

Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ralus)
orang.

TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau,termasuk
oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Lokasi TPS dihias dan ditata sebaik-baiknya untuk membuat pemilih
merasa nyaman dan aman.

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di
lokasi yang telah ditetapkan.

Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Pedoman Lokasi dan Tata Letak TPS

Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang sekurang-
kurangnya B (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter atau
disesuaikan dengan kondisi Izhan yang tersedia dengan bentuk sesuai
kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS dan
menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, diberi
tanda batas dengan menggunakan tali atau bahanlain.

Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi

penyandang cacat.

TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.dengan

ketentuan :

1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS,
pemilih,dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari
dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih
ketika memberikan suara di bilik suara;

2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung
pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS,
dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/
dinding.

Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat

pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung milik

pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan
ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung
atau tempat tersebut.

. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk

digunakan sebagal tempat pamungutan suara.
20
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3. Sarana Penunjang TPS
a. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban
menyediakan :

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

tempat unluk duduk pomilih yang menampung nobanyak-
banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di termpatkan di dakat pintu
masuk TPS;

meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPG, Anggota
KPPS kedua, dan Anggota KPPS keliga;

meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, didekat
pintu masuk TPS,

tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang diternpatkan
dianmara tempat duduk pemilih dan bllik suara;

tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar
TPS;

meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;

meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar
TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua
KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;

bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat
duduk Ketua KPPS dan saksl, dengan ketentuan jarak antara bilik
pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu)meter;

papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu)
buahdipasang di dekat pintu masuk TPS,

papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungansuara
(formulir Model C2 — KWK.KPU) ukuran besar,

papan nama TPS ditemputkan di dekat pinty masuk TPS
disebelah luar TPS;

meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alaspencoblosan
serta alat pencoblos surat suara; dan

tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;

Ketua KPPS dapat menyiapkan petunjuk waktu di TPS.

b. KPPS bertanggung jawabatas pengamanan TPS yang sudah
disiapkan.

F. SAKSI PASANGAN CALON

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara, saksl pasangan calon di TPS sebanyak 1 (satu) orang harus
menyerahkan surat mandal dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota
Bogor kepada Ketua KPPS.

2. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye lidak terbentuk di tingkat KotaBogor,
surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan
partai politik yang mengajukan pasangan calon.
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9.

10.

1.

Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat kepadasaksi
pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan
dan penghitungan suara di TPS.

Saksi berhak menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara berupa hasil fotocopy yang dilegalisir oleh ketua
KPPS atau ditulis dengan tangan oleh KPPS.

Apabila salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis
dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan anggotaKPPS
yang bersangkutan.

Saksi berhak mengamati jalannya pemungutan suara, kecuali saatpemilih
mencoblos surat suara;

. Saksi berhak .mengajukan keberatan dan pernyataan serta meminta

penjelasan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suaraoleh

KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses

ze%\rghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara
i TPS;

Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
dapat ditandatangani saksi yang hadir dengan menggunakan bolpoint.
Saksi dilarang :

a. Mempengaruhi pilihan pemilih atau menccba mengintimidasi pemilih

b. Memerintah anggota pelaksana pemilihan

c. Menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara

d. Mergatur perlengkapan pemungutan suara

e. Menghambat dan mengganggu pelaksanaan tugas
pelaksanapemilihan;

-

Mengganggu jalannya proses pemungutan suara ataumenimbulkan
kekacauan dan kegaduhan;

g. Menggunakan atribut pasangan calon walikota dan wakilwalikota;

h. menitipkan formulir hasil penghitungan suara kepada pelaksana
pemilihan.

Terhadap saksi yang melanggar kede etk tersebut serta
melakukantindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan,yang bersangkutan dapat diminta oleh ketua KPPS
untuk meninggalkan tempat pemungutan dan penghitungan suara.

”

-
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BAGIAN KETIGA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. KEGIATAN MENJELANG PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
(PUKUL 06.00 WIB)

1.

Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Kelua KPPS bersama-

sama Anggota KPPS dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :

a. Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi;

b. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;

C. memasang salinan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah
ditentukan;

d. memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;

e. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi sural suara beserta
kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan

f. mempersilakan pemilih yang sudah hadir menempati tempat duduk
yang telah disediakan.

Kegiatan persiapan pemungutan suara tersebut disaksikan saksi pasangan
calon dan dilaksanakan paling lambat pukul 06.00 WIB.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ( PUKUL 07.00 WIB)

1.

A

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogordilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, dimulai
pukul 07.00 WIB

Apabilz pelaksznaan pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum
ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan
ada pemilih yang hadir.

Apabila ketika/setelah ditunda, ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan
suara dilanjutkan.

Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka,
tetap mengikuti jalannya rapat pemungutan suara dengan dibuatkan
catatan khusus oleh KPPS bahwa yang bersangkutan datang terlambat

pada jam tertentu.

C. KEGIATAN SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DIBUKA

1.

Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan
kegiatan:
23
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memandu pengucapan sumpah/anji anggota KPPS dan saksi
pasangan calon yang hadir dan membawa surat mandat dari Tim

Kampanye pasangan calon, sebagai berikut :

*Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan
memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan
sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara
kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau
golongan”.

membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya
diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan
menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi
(dicatat dalam Model C4-KWK.KPU);

memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak
suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan
mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah
ditentukan;

. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampu!

yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel,

menghitung surat suara teruasuk jumlah cadangan surat suara
sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang
tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap di TPS; dan

menghitung jumiah pemilih yang namanya tercantum calam sclinan
daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.

Kegiatan Ketua KPPS tersebut, dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta
dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan,
pemantau,dan warga masyarakat. '

. Selanjutnya Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih
mengenai :

a.

tujuan pemberian suara :"Pemberian suara pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 adalah untuk memilih calon
Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan 2014 -2019";
pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;

pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap
kemeja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;

cara memberikan suara yang benar pada surat suara,
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e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara
rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali dan
pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;

f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan

g. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan pemilih setelah
memberikan suara.

Penjelasan Ketua KPPS tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali.

3. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai

surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;

b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu pasangan calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yangmemuat
nomor, foto, dan nama pasangan calon pada surat suara; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotaksegi
empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

e.fanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

4. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut
suaranya dinyatakan tidak sah.

Penjelacan Ketua KPPS tentang cara pembenan suara yang benar dapal
ditakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila diperlukan, agar pemilih dapat
memberikan suaranya dengan benar.

D. KEGIATAN SETELAH MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH

1 Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan kepada pemilih, KPPS
melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :

a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah

- ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil, dengan terlebih dahulu
memeriksa kondisi surat suara tersebut.

b. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya menyerahkan “surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-
KWK.KPU) kepada Ketua KPPS;

c. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip
urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat
pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada
Ketua KPPS.

d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut
dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih
Tetap(DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama
pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda

centang (V);
25
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2.

3.

4,

5.

e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada pemilih dalam
keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik
atau rusak.

KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan
terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan Daftar
PemilihTetap untuk TPS yang bersangkutan.

Apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat pemberitahuan untuk
memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU) karena hilang,
pemilih harus menunjukkan KTP, dan Anggota KPPS Kedua memeriksa
identitas KTP pemilih dalam Salinan DPT, apabila pemilih tersebut
tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, Anggota KPPS Kedua
memberitahu Ketua KPPS, saksi dan pengaws pemilu lapangan yang hadir
untuk bersama-sama mencocokan kesesuian identitas pemilih tersebut
dengan yang tercantum dalam Salinan DPT, jika sesuai pemilih diberi
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, dan Anggota KPPS Kedua
mencatat “C6-KWK KPU hilang" dalam kolom keterangan untuk pemilih
yang bersangkutan.

Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat

menggunakan hak pilihnvadi TPS vyang sudah ditetapkan, vang

bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya diTPS lain dengan

menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih,dengan

ketentuan :

a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan

b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih
yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang
masih tersedia suratsuara.

Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor induk kependudukan

(NIK) pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.

. TATA CARA PEMBERIAN SUARA

1.
2.

Pemilih yang telah menerima surat suara pemilihan walikota dan wakil
walikota menuiju bilik suara untukmemberikan suara.

Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon
pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.

Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan
terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara
dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.

Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat
suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah,
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5.

Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti
semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan
terlihat,dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.

Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan
memperlihatkan kepada anggota KPPS bahwa surat suara sudah dilipat
dengan benar, selanjutnya surat suara dimasukkan kedalam kotak suara.
Pemilih sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada
salah satu jari tangan.

. PERLAKUAN BAGI PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA, ATAU YANG
MEMPUNYAI HALANGANFISIK LAIN

g

Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf E berlaku
bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halanganfisik
lain.

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
pada saat memberikan suvara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS
atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana wajib
dimaksud pada angka 2 merahasiakan pilihan pemilih vang dibantunya

Untuk keperiuan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih

tunanetra tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua

KPPS menugaskan Anggotz KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam

untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :

a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota
KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan
pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan

b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra,
Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara
sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS

keenam;

Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra,
tunadaksa,atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat
suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.

Anggota KPPS atau orang lain yang membantu  pemilih
tunanetra tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
sebagaimana dimaksud wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan
menggunakan formulir Model C 7 - KWK.KPU,
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G. KEGIATAN AKHIR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

:

Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir
di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara, pemilih dari TPS
lainyang membawa dan menunjukan surat pemberitahuan untuk memilih
(Model C6-KWK.KPU)serta Anggota KPPS, dan Saksi pasangan calon
yang membawa surat mandat saksi serta surat pemberitahuan untuk
memberikan suara di TPS.

Setelah semua Anggota KPPS, dan Saksi selesai memberikan suaranya,
Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat
pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkanacara rapat
penghitungan suara di TPS.

KPPS tidak dibenarkan dengan alasan apapun mengadakan penghitungan
suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

BAGIAN KEEMPAT

RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

A. KEGIATAN SEBELUM PENGHITUNGAN SUARA

Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS dimulai, Ketua KPPS
dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1.

mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang
formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi
diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat
diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian
rupa,sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara,
yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong
plastik pembungkus serta segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor danperalatan TPS lainnya; dan

menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan
anak kuncinya.

Pelaksanaan penghitungan suara, dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai
selesai.

28

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




5. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
a. jumlah pemilh yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar
Pemilih Tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
jumlah pemilih dari TPS lain;
jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.

®ao0

6. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh
saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga
masyarakat.

7. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan
Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-

kurangnya 2(dua) orang Anggota KPPS.

8. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat
mandat dari Tim Kampanye yangbersangkutan dan menyerahkan kepada
Ketua KPPS.

9. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau,dan warga
masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses
penghitungan suara.

B. PELAKSANAAN RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiagan
penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat
huruf A,

2 Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan
penghitungan suara di TPS.

2. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan
sebagai berikut:
a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS
ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir
Model C1-KWK.KPU,

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, *
bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara
yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil
penghitungan suara di TPS (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;

d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah
diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh
masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah; dan

e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas

penugasan Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas
keamanan TPS.

2. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas
antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf a, huruf b,huruf ¢, huruf d, dan huruf e.

3. Dalam hal KPPS terdiri dari § (lima) orang anggota, pembagian tugas antara
lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 3
huruf a, huruf b, huruf ¢,dan huruf d.

4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh

Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan rapat
penghitungan suara di TPS dimulai:

b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan
meletakkan di meja KPPS;

d. menghitung jumlah swwat suara dan memberitahukan jumlah tersebut
kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;

e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang
terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir
perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;

f mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara
(Model C2 - KWK.KPU); dan )

g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan
yangdisaksikan oleh yang hadir dan/ atau saksi pasangan calon.

5. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sahhasil
pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Bagian Ketiga, huruf C angka 3.

6. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara

di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses
penghitungan suara di TPS.
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7. Saksi Pasangan Calon, Pegawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga
masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses
penghitungan suara di TPS.

8. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang
hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara
oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

9. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga

gasyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua
PPS.

10.Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diterima, KPPS seketika itu
Juga mengadakan pembetulan.

11.Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10,
dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK.KPU.

12.Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 atau tidak terdapat
kejadian khusus yana berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS, KetuaKPPS tetap mengisi formulir Model C-3
KWK .KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulirModel C-3 KWK.KPU.

13.Keberatan yana diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap
proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7,
angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 <an angka 12 tidak menghalangi
proses penghitungan suara di TPS.

C. KEGIATAN SETELAH SELESAI PENGHITUNGAN SUARA

1. Setelah kegiatan tersebut pada huruf B selesai dilaksanakan, Ketua KPPS
dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota dan memasukkan ke dalam sampul yang
sudah disediakan; dan

b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat
suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul yang
disediakan.
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2. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita
acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan
pemungutan suara di TPS dan membuat sertifikat hasil penghitungan suara
yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.

3. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Ketua,
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

4, Berit.a acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka
3, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan
kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

5. Setiap lembat Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KFPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangancalon yang hadir.

6. Penyerahan Berita Acara kepada PPS dan KPU Kota bogor:

a. Satu rangkap Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya dimasukkan ke
dalam Sampul V.S1.KWKKPU untuk PPS, dan satu rangkap
dimasukkan ke dalam samou! V.S.1.1.KWK.KPU untuk KPU Kota

(s1alets
A Al

b. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara di TPS yang sudah dimasukkan ke dalam sampul
(Sampul V.S1.KWK.KPU), kemudian dimasukkar ke dalam kotak suara
pada bagian luar ditempellabel serta segel.

c. Berita acsra pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara di TPS yang sudah dimasukkan ke dalam sampul
(Sampul V.S1.1.KWK.KPU), disampaikan kepada KPU Kota Bogor
melalui PPS dan PPK di luar kotak suara.

d. KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara dan
lampirannya serta Berita Acara dalam sampul V.S.1.1-KWK.KPU untuk
KPU Kota Bogor disampaikan kepada PPS pada hari dan tanggal yang
sama dengan menggunakan surat pengantar/tandaterima (Model C9 -
KWK.KPU) dengan pengawalan oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota
KPPS dari TPS yang bersangkutan.

7. Pemberian Berita Acara Kepada Saksi
a. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU),
Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK.KPU), dan
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-
KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir,
Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPS,

o
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masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap, serta menempelkan 1 (satu)
rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.

b. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU),
Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan
menempelkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-
KWK.KPU) ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS
dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model
C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara
menempelkan pada sarana pengumuman kelurahan.

c. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang
diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil
foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.

d. Apabila Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
tersebut, ditulis tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua atau
anggota KPPS yang bersangkutan;

e. Saksi pasangan calon dan pengawas pemilu lapangan yang menerima
salinan berita acara dan serifikat hasil penghitungan suara
menandatangani formulir Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU).

BAGIAN KELIMA
LAPORAN SEMENTARAHASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

A. TUJUAN LAPORAN SEMENTARA

1. Sebelum proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK
selesai, KPU Kotz Bogor melaksanakan penghitungan suara sementara
berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS;

2. Penghitungan sementara dimaksudkan untuk :

a. memberi informasi cepat kepada masyarakat tentang data sementara
hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk menjawab
keingintahuan masyarakat serta menjadi data pembanding terhadap
data lainnya yang dikeluarkan oleh bukan institusi KPU Kota Bogor;

b. menjadi alat kontrol terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di
tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bogor, sehingga apabila hasil
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Bogor
terjadi perbedaan secara signifikan  dengan hasil laporan
sementara,maka perlu dilakukan verifikasi ;

3. Hasil penghitungan sementara tidak dapat dijadikan dasar
penentuanperolehan suara pasangan calon, sehingga tidak memiliki
kekuatan hukum sebagai alat bukti penentuan hasil Pemilihan;
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A PROSEDUR DAN MEDIA LAPORAN SEMENTARA

Bogora sololah solosal ponghitungan suara di TPS, KPPS melalui PPS
dan/atau PPK menyampaikan laporan sementara hasil penghitungan suara
kopada KPU Kota dengan menggunakan Format khusus Laporan Cepat,

l.upr_:mn Copat disnmpaikan PPS kepada KPU Kota melalui 2 (dua) jalur:

0. Disampaikan langsung kepada KPU Kota Bogor bagi PPS yang
lokasinya dekat ke KPU Kota Bogor dengan terlebih memberitahu PPK
bahwa PPS yang bersangktan akan menyampaikan langsung kepada
KPU Kolta Bogor, atau

b. Disampalkan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK;

Selaln laporan copat, PPS dan/atau KPPSdapat mengambil gambar/foto
Model C2-KWK.KPU ukuran besar dari setiap TPS di wilayah kerjanya
dongan menggunakan kamera digital’lkamera HP, kemudian di simpan
dalam Flashdisk untuk disampalkan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK
subolum polaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

BAGIAN KEENAM
PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

A. ALASAN DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN

SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabilz dari hasil
penclitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terbukti
terdapat satu atau lebih penyimpangan:

1, penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
2. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat

penerangan cahaya;
3. saksi pasangan calon, panilia pengawas, pemantau, dan warga

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara

secara jelas;
4, penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu

yang telah ditentukan; dan/ atau
5. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah

dan surat suara tidak sah.

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
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. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan terdapat bukti satu atau
lebih dari keadaan: :

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang
ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda
khusus,menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada
surat suara yang sudah digunakan;

c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada
TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah
digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai
pemilih,mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angka 2 dan angka 3,diputuskan oleh PPK ‘dalam rapat
pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara. dilakukan pengacekan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara padz pada satu tingkat di
bawahnya.

. Perlengkapan pemungutan suara dar penghiwngan suara di TPS,
disimpan di PPS atau kantor Kelurahan.

BAGIAN KETUJUH
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara
di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan
Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan
Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah
sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yangberlaku.

. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di
TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan,
dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut
dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga)
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orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang
sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah
tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Ketua
KPPS.

. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat
memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU
Kota Bogor.

. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud
pada angka 2, dikoordinasikan antara KPU Kota Bogor dengan organisasi
penyandang cacat.

. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.

. Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau
tidak memenuhi persyaratan, KPU Kotz Bogor dapat meminjam kotak
suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau
menetapkan pengadaan tambzhan ztau perbaikan kotak suara, dengan
ketentuan :

a. Apabila jumlah bilik suara kurang dari jumlah yang dibutuhkan, KPU
Kota Bogor dapat mengadakan bilik suara sesuai kebutuhari dengan
menggunakan ukuran bilik suara yang sama, sedangkan bzahan yang
digunakan dapat berbeda tetapi dapat menjamin kerahasiaan pemilih
dalam menggunakan hak pilihnya, aman dan nyaman digunakan.

b. Ukuran tinggi dan lebar bilik suara dapat ditambah atau diperluas oleh
KPPS sepanjang alasan untuk meningkatkan nilai kerahasiaan
pencoblosan atas persetujuan PPS, dengan bahan yang aman dan
nyaman.

. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tidak menggunakan bentuk
formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
sebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 49
Tahun 2008.
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9. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Keputusan ini.

10.Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013 sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor.

11.PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara, melakukan kegiatan :
a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan
penghitungan suara;
c. membantu KPU Kota Bogor dalam mendistribusikan surat suara dan
perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

12.Perlenghapan TFS selain yang wajib dikiimkan kepada PPK dan KPU Kota
Bogor,disimpan di PPS atau Kantor Kelurahan untuk digunakan apabila
terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor putaran kedua
dan/atau Pemilihan lanjutan/ulang.

13.Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya
masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara
meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur. dengan
ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau letih :

a. KPPS di wilayah kerja KPU Xota Bogor membuat pengumuman yang
menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur, dan ditempel
ditiap TPS;

b. Apabila surat suare yang memuat nama pasangan calen yang
gugur,dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara
pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

14.Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya
masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara
meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan
ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku
ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, yaitu tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor ditunda
paling lama 60 (enam puluh) hari.

15.Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa
Barat dan/atau KPU Kota Bogor, dengan tetap memperhatikan tahapan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang tetapkan.

.
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17.Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAGIAN KEDELAPAN

PENUTUP

A. Bagan_ TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan
penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran [l,
Lampiran Ill, Lampiran IV dan Lampiran V keputusan ini.

B. Deniikian pedoman teknis tata cara pemunguan suara dan penghitungan
suara di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini untuk dilaksanakan
sesuai ketentuan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Februari 2013

: ; KOM!S! PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
Salinan secuai asiinya KETUA

ttd

> AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH
SJ

7, /
6/‘6’_— 5 ﬂy‘?%mldi. SH.MH
04

198203 1 004
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C - KWK.KPU)

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-
KWK.KPU) beserta lampiran;

2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU);

3. Serifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala
Daeran dan Wakil Kepala Daeran di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran
Modet C 1-KWK.KPU);

4 Catatan Hasil Pernlehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakii Kepaia Daerah di Tempai Femungutan Suara (Modei Cz-
KWK.KPU) ukuran besar;

5. Fernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3
-KWK.KPU);

6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran lsi, |dentifikasi Jenis
Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk
Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4-KWK.KPU);

7. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di
Tempat Pemungutan Suara (Model C 5-KWK.KPU);

8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempal Pemungutan Suara ( Model C 6-
KWK.KPU);
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10.

1.

12.

Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU),
Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU);

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS (Model C 9-KWK.KPU)

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS
(Model C10-KWK.KPU)

40
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BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIMAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

TAHUM 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Pada had inl vovve. langgal bulan ....... tabun dua rbtu Bga belas, Meicrgok

Ponyslenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan $.3ra Pemiinan Wigleo
dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang dihadin oleh saksi pasangan calon, panta pergawas ETargar
pemantay dan warga masyarakat bertempat di

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

DesaMelurahan

Kecamatan 2 e
Kabupaten/®ota Kota Bogor
Proving! Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai benkut |

I.  Pemungutan Suana

A Persiapan (Pukul 06.00 &/d 07.00)
1 Pemerksaan TPS, pemasanoan Daftar Calon Walikota dan Wak! Walkotz melgtzian T
suara dan kotak suats sesual dengan tampat yang telsh ditantukan:
2. Pemanggian pemilin untuk memasuki TFS, sebanyak tempat ducus yang disediaean.can
3 Penenmaan saksi sesual dengan surat mandat dan Tim Pelaksana Kampanye.

Pclaksanaan pemungutan suara (Pukul 07 .00 s/d 13.00%

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.C0,

2 Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu cleh Ketua KPPE:

3 Pembikaan kotak suara opengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentfkasian lens
dokumnen dan peralatan sena pengnitungan jumiah setiap jenis dokumen can peraiatan.

4 Ketsa KPPS mengumumkan jumiah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemih
tetap untuk TPS, dan

5 Kelua KPPS memberikan penjelasan mengenai lata cara pemungutan suara/pemberan
suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapal pemungulan suara telah selesa dan
dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Il. Penghitungan Suara (mulal pukul 13.00 s/d ......... )

A Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai
berkul :

1. Mengumumkan...
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2.

1. Mengumumkan dan mencatat jumiah pemilh yang memberikan suara dan yang lidak
memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemith Tetap untuk TPS serta Jumlah pemilih
dar TPS lain,

2. Mengumumian dan mencatat jumiah surat suara yang lidak terpakai, surat suara yang
ghembalikan oleh pemith karena rusak atau keliny dicoblos serta penggunaan surat suara
tambahan;dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara Untuk Tiap Pasangan calon Walikota dan Wakil
Wialikcta Bogor Tatun 2013 ¢i Tempat Pemungutan Suara (Mode! C2 - KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan panghitungan suara
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara, menghitung, menelti dan mencatat jumiah surat suara yang
digunakan oleh pemilih;
2 Mengumumkan dan mencatal surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan
calon Walota dan Wakl Walkota; dan
3. Mengumumkan dan mencatal sural syara yang bdak sah.

. A Lampiran Benta Acara:

1 Catz'sn Pelaksanaan Pemunguian Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Vealirola
@an Wakil Waliota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK);

2 Sensfkat Hasl Penghitungan Suara Pemilinan Walkota dan Wakil Wafkota Bogor Tahun 2013 di
Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 = KWK),

1. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat
Pemungutan Suara (Mode! C 2 = KWH) ukuran besar,

& Pemyatzan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Perhubuncan Dengan Hasil
Pemungutan Susrz dan Penghitungan Suara Pemilhan Wallkotz dan Wakil Walikotz 8oger !
Tempal Femungutan Suara (Model C3 - KWK);

5 (Cawtan Pembukaan Kotk Suara, Pengeluaran |si, Identfikasi Jenis Dokumen, can
Penghitungan Jumiah Seliap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara
e Tiemida dan Wad Wit Bopd Tae 7513 6 Tempal Femunqutan  Suara
(Model C 4 - KWK

€ Penggunaan Surg! Suers Cadangan Dalam pemurgutan Suara di Terapat Pemungutzn
Suara (Made! C § = KWK):

E. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkzpan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berite Acarz dan
dikirimkan kepada PPS:

1. Surat Pemberitzhuan Wakty dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK) yang diterima
KPPS dari pemilih;

2. Surat Pemyataan Pendamping Pemilih (Mode! C 7 — KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;

3 Dafiar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dar TPS lain (Model C 8 — KWK),

4. Surat Pengantar (Mode! C 8 - KWK).dan

5. Tanda Terima (Model C 10 - KWK).

V. Penyampaian...
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V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU :
A Beria acara pemunguian suara dan penghiungan suara di TPS besena lampurannya Glbuat

B

x
o

o e G R

w

1. 1 (sat) rangkap untuk Panita Pemungutan Suara (PPS).

2 1 (saty) rangkap untuk KPU Kota Bogor yang disampakan secara berjenjang

3 o (ceseeennn.) rangkap uniuk masing-masing saksi pasangan calon Wakata dan
Wakd Wallcta yang hadr.

4. 1 (sat) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Sertfixat Hasl Penghitungan Suara Pemiihan Walkota dan Viakl Walkata Boger Tahun 2113 6
Tempat Pemungutan Suara (Lampirzn Mode! C 1-KWK KPU) selain hal tersebiut pada hund A 1
(satu) rangkap untuk pengumuman di selitar TPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA TANDA TANGAN
Ketua ( )
Angoots (oo cevesnsmansessssessesens )
ANGEOEE s ( )
Angoota ( )
Anggota U siisiniinsiasiciionnins )
Ao (. ver)
Angoez (- )

Saksi-saksi dari pasangan calon Wallkota dan Wakil Waliota
Saksi ¢zri Nomor Urut pasangan
Nama calon Waliata dan Wakil Walikota Tands tangan
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CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIMAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

[ Model C 1 - KWK.KPU |

Tempat Pemurgutan Scars (TPS)

Cesahaurargn

"aturamenNotE Kota Bogor
Frowns Jawa Barat

A, Data Pemilih

KETERANGAN
LANLLAK] PEREMPUAN JUMLAH
[e R}
[

NG URAIAN
1 2 k] 4

T Jumish Pemilih calgm Sainan Daftar Pemilih
Tatap wrauk (OFT) (A2+A])

2 | Juman Femilh calam Sairan DPT yang
mergouranan Man ciih |

3 | Juman Femih caiam 3airan OFT yang bdak
menrgauranar Man i,

4  Jur@e Femibh car TFS n |

. Femenmaan can Penggunaan Surat Suan ]

NC | URAJAN JUMLAH !
3 2 3
1 | Surst suars yarg diterma (ermasuk cadangan)

| Sorst wars yarg Epaa. (A2-A4)
- | Surat sara yang ckemtaiikan cien pemilh karena rusak atau keliru dicobis..
$ | Surar suar yong Scak Brpaks. [B1{BI-Blj

e S S

(8] Pa

C. Klasifkasi Surst Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah _]

NC URAIAN JUMLAH
0 ] b

t | Surat suare sah onuk sedyuh pasanpan coion YWaikots dan Yakd Yelkets (i Zerd
Homd 4 Medd C2-XTD

i ‘ SuUrst S.r3 2GR SN, (dad duni Hurwf 8 Model C2 - AWK

Jumian Scara San can ocak san ( C1«C2)=82

(2]

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
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T T T I R R LR |
S ) Y

SERTERAT HASL PONCHITURCAN SUARA
PENL AN WAL OTA DAN WAL WALADTA BN
TANUN MY
D TENRAT P RURCUTAN SUARA

Tempx Bmegess S 1P

Desaayman

Kaamams

Kabaameaion Kas Ry
Pows ban By

A SUARA SAH [V dail Roral A Badel © 2RWK KIW

NOOR DAN NUMBASANGAN T POROUEHAN SUATA S PWRWNG AN CALON
No | CALON WALIKOTA DAN WARL WAL ROTA DAN WARK WALV
WALIKOIA -
\ 1 §C— \
Caon valkon To adeogae rgin &
1. tan Teasegaevind o
Calon Wakil Walkots
Calon walkota Tonzemganmgin &
? dan Vorieas et
Calon Wkl Walket
Cadon waldols Te $20n0A" Wrghn &
b dan Tengerganrend =
Cavn Wil Vigiawa
Czlon Walketz Tawrenpar poghn &
4 dan J Tulngengannard &
Calon Wekil Walkota
Calon Wallkota Tu' s dengan mghn
$ dan Tdsdengantird
Calon Waokil Walkota ;
Jumdzh Perolehan Suara Sabuntuk | Toll dengananghn ® oo
Salursh Pmangaa Salen Tulbs dengan bl &
700071110991 00001 ves e gy o bt L L L
TJJII}FE'I_JUVF'UEI T e
; Fe— i [3 4 5

_ | P— } —
TANTA T ANCAN SAKE T RSANAN (O WA W am‘l,mmm W0 TR RO
| i o— S .

Veciiainne

- - J

11 HIAIA
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0 SUARATIDAK, SAH Tl dar Hurul B Model € 2 KRALKIY)

No. URAIAN JUNLAH SUARA TDAK. SAH
1 7 3
Tdsdengan mnpia =
SUARA TIDAY, SAH Tdydeganturd =
€ JUNLAH SUARA SAH dan TDAK SAH
No URMAN JUINLAH SUARA TDAK SAH
1 7 3
Topzeepre oepl =
JUMLAH SUARA SAN dzn TIDAK,
w 1' (<0 el =

Crmmee © fzenmiemmem einmmne 1omy oo M 2 o4 e oom S, e mpa en

s s sare
ST B0 I s g e Toea T s s oa e Len KL TS
KELGIFGK FEWYELENGG ARA FEIMJWGUTAN SUARA
WO Nima Tends t2ngen
Ke2
-  ArgLoce '
3 Ao ;
b [ 204
o h=ggoiz [
T hegor f.
Sshui-ezkei dari pasangan czloa Walkotz dan Waki Walkotz
Sake] d2ri Pomes Unut g222ngan
Hamaz czlon Vialkow dan vezkil Walkotz Tanda zngan

1. = =
i .
3
4 - e
5
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HASE PEROLEHAN SUARA UNTUX T2
PASANGAN CALON WALICOTA DAN WAL WALIKOTA BOGOR
TAHN 2013
CITEMEAT PEMUMNGUTAN SUARA
Tergat Frmarges Saw (TF8)
Lrma¥ ko ar
¥ et
(L= LA Kot beger
Frorres -
A SUARA Sag
WOROE LAN RALLA PASAWGAN _—
CALCH SEAL OTA BAN WAXL RN in
=ALKOTA BARS
! < k] T
Calon Vi 'bota
1 L2
Cainn Vi | Vaulbcta
AL SUARA YANG LFERTAEN FASANGAN LALTN WALKDTA CAN WARL
KAl WOTAND
| | I |
] 1 I
|
Caion Falaza
5 LN
Caion Visd | Falic | ] |
| 1 1
AREAH SOMEA YANS DFERTLEH FASANGAN CALON WALFCIA [AN WAL
WALWITAND
| 1 |
J ) S = | N T O
l I |
l Caion Talkots [ H | 1
3 (= | I | 1
s 1 S T T T - R
e | S T O 11
TRLAH SUARA YANG (FUOILEM FASANGAN CALON WALFLIA CAN WARX
WA T AN &
| | [ L1 1
| | - | I} |
HI [ |
Calun Vealdota ! | I
[
4 Catan Wiuhil Valiicta
AREAH SUARA YANG DFEROLEN FASANGAN CALOCN WAl OTA DAN wArs
WALEOTAND 4
Caion
AN
L Calon ¥k i§ Vaal kot
LA SUARA YANG LETRIAEM PASANGAN CALUN WARLIA LAN whrt
WAMYUTAND &
AATLAH PEROUEHAN SUARA SAH UNTUK SELLRUH PASANGAN WAL ILOTA CAN VAL WALMOTA

TANDA TANGUN KPPS

’T V..._.IJ“...‘.‘.-.,-[L,,,,,, [a .|~ : .,..—|a [7 : l

TAMDA TAMGAN SAKS| PASANCAN CALON WAL KOTA CAN VIAKIL WAL P OTA EOGOR
1 l) 3 JI 3
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SUARA TRAK JH —

JURRAH STLLRUM SUARA TIDAX 3AH

€ SUARA SAM DAN TIDAX 34N

JUMLAN SELURUH SUARA SAH DAN TIDAX SAH (A « B}

.

KELOMPOK PENYELENOGARA FEMUMOUTAN SUARA

NO JADATAN NAMA TANDA TANGAN

Ketus

Angrots

Angols

Araxrty (
e ]

Angrets

Anoggots

Ganas reens: Ga ) Pasargan Caion Vialdots dan Viab || ¥iallow Bogor Tabun 201)

s

ammanmum
NC Noma Wkh oty dan Ykl \Vabh ota Boper T2 Tgm
) Tovwn 23
ll .
? (
3 (
1 (
s (
Catatar;
1 ") Coret yimg belak porly
5 Padahedom 3 aeuls why () by bokem
4 Padahulomd dese il
4 Apatds erdag besalahan penmioon argha dalam holom 4 dooret angha )

sud hemadan mgha ywng Lena Gpartakl dan opand oleh Reus KPPS
Fontda Prargm Dalon et dan 3 Pramgan hulom age decsanin
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| MODELC 3~ KWK.KPU |

PERNYATAAN KEBERATAN SAKS| DAN KEJADIAN KHUSUS ‘.‘g';;
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN =
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA !'-‘._
BOGOR TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) E e reseseresssbessersansnensesssnerasssnesaesssnesesane
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan  reeentsssssasasessssntasatesesrstases e restaisessisunnss
Kabupaten/Kota *) :  Kota Bogor
Provinsi : Jawa Baral

Catatan pemyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

............................................................................................................................................

SAKSI YANG MENGAJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
KEBERATAN, PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatal
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MODEL C 4- KWK.KPU

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
; PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Y gm

Yy

BOGOR TAHUN 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) it e ssa s
DesalKelurahan®) 1 s s
Kecamatan T ssvertsssrsesssssssssressensessisstestesis sl N eI0SI 00
Kabupaten/Kota *) . Kota Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dan PPS :

| NO. URAIAN KETERANGAN
1 Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor veeeennn o ROMIDAD
2. | Berta Acara (Model C-KWK.KPU, Model C 1-KWK.KPU, Lampiran Model
C1.KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, dan Model buku
C5-KWKKPQ).
| 3 Model C7 KWK KPU, dan Mode! CB.KWK KPL . .. .. lembar E
1 [
LA | Made! CE-RVIKKPU can CI0-AKKPL e loMOAT |
|_5. | Sampu ] . Iembar
[ 6 | Alz! Penccblos dan Alas Pencoblos [ oo 88
| 7. | Segel Pemiihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor | s lemBar |
AN M=t
; 8 [Lemperskat [ e buah o
i @ | Kantong Plastv - p—T
10. | Karet pengikal surat suara SRURRROON -1 |
11. | Spidol rerensessenssbUN
12. | Tanda khususftinta bnah _
L
l 13. ‘Bailpoimwarna hitam siesessassssaD BN

ceveveeeny ceneeene SEPlEMber 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Coret yang lidak periu
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i | MODEL C 8 KW K

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN BUARA

Pada hart Inl o BAOAL oo s AR

Tahun dua riby tiga belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Buara (KPEG) dalam pemungulan dan
penghitungan suara di

Tempal Pemungutan Suara (TPS)

Kelurahan/Desa

Kecamatan it :
KabupatenXota . Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

Telah menggunakan sural suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 cadangan

sebanyak ... M i) lembar untuk mengganil sural suara yarg keling

memilih plihannya serta surt suara yann nysak

J011

KELOMPOK PENYELENGGARA
MEMUNGUTAN BUARA
KETUA

*) Coret yang lidak perlu

il
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SURAT PEMDERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUM 2013

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 i TPS

... Desa/Kelurahan ... ... o Kecamatan ... ... ....... dberitahukan kepada
Vo NOMB PO cuininugiaisny it mis s iamaass v BEasi sorinsy
2. Nomor Unut ............... dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (OPT).
Untuk memberikan suara pada :
Hari / Tanggal : Sabty, 14 September 2013
Pukul :07.00 s/d 13.00
Tempat  Alamat TPS
wreereene.. September 2013
KELOMPOK PENYELEMGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
Catatan :

1 Surat pembentanuan dan kanu pemilin, agar dibawa pada han gan tanggal 12rsenut diatas
2. Pelaksanaan penghitungai. suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 waktu setempal sampai dengan
selesai .
3. Pemilih penyandang cacat, diberi kemudahan dalam membenkan suara dapat dibantu oleh pendamping
pamilih dengan melaporkan kepada ketua KPPS dan mengisi Formulir C 7 - KWK.KPU
potong disinl

I

TANDA TERIMA =

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :
Nama Pemilih e b A R LR s Vs oo

TPS / Desa/ Kelurahan
............................  w....September 2013
Yang Menerima

wn
rJ
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MODEL € 7-KWK.KPU '

¢l

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat

Alas permintaan pemilih -

Nama
Alamai

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebul dalam memberikan suara Pemilihan
Nalikota dan Wakil Walkota Bogor Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan piihan pemifih

tersebut

Deafumiai Perhyalaan im dibual denyan sepenamya oan dpabild gikemugian nan lemyala teroukn
mwlanggar pemyataan ini, saya bersecia menenma segaia tuntutan nukum.

ivsissanariconis 2019

Yang membuat pemyataan

53
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MODEL C 8 - KWK.KPU

DAFTAR NAMA PEMILIH

YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

JENIS NOMOR INDUK

NO. NAMAPEMILIH KELAMIN | KEPENDUDUKAN KETERANGAN
LK | PR (NIK) (ASAL PEMILIH)
1 F 3 [ 5 ¢

..............................................

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA
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[ nonucm-lmxxxﬂ
JANDA TLRIMA

PEMILIHIAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BER TA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGITUNGAN SUARA !r -~

LT

BOGOR TAMUN 2013 ;
D TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Na TS e 3. TTCN 0O T T U ——
Targzal A S e PSR wcicnsiiiniainiin: T us i sionsemvbmetoprinm
Sald Pacsagesn Calom Wakikots
XO NAMA dax Walal Wallot Bopor TANDA TANCAN
Pexgawas Penilo Lapanpan
1 . 3
1 | (- —
s | | N )
, NS
< [ OO— )
L RN [ (R s Y
£ e e AR A L Pempaea il Lagemgan [ inirirmnsinam:
1

crvmmeemeny =ss s B iptEmbeT 2013

Yarg Meryeablam

KELOMPOK PENYELE NOCARA

PI AMUNGUT AN SUARA
KETUA,
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